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Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) membedakan antara perubahan
anggaran dasar dengan perubahan data perseroan. Namun, masih terjadi perbedaan penafsiran yang
berpengaruh pada penetapan ada atau tidaknya jabatan Anggota Direks yang lowong. Salah satu contohnya
pada Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 1/PDT.G/2020/PN BNA. Permasalahan dalam
penelitian ini adalah perbedaan penafsiran mengenai jabatan Anggota Direksi yang lowong, serta peran dan
tanggung jawab Notaris dalam pembuatan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham sehubungan dengan
jabatan Anggota Direksi yang lowong pada Putusan Pengadilan yang dianalisis. Penelitian ini menggunakan
metode penelitian hukum doktrinal. Hasil penelitian ini, berdasarkan Pasal 29 UUPT beserta peraturan

pel aksanaannya, masa jabatan Anggota Direks wajib ditafsirkan sebagai perubahan data perseroan. Dalam
hal ini hakim kurang tepat menafsirkan perubahan masa jabatan Anggota Direks sebagai perubahan
anggaran dasar. Pada kasus ini, Notaris menggunakan data perseroan yang tidak relevan dan valid mengenai
masa jabatan Direktur perseroan, sehingga menyebabkan jabatan Anggota Direksi dianggap dalam keadaan
lowong, padahal Anggota Direksi tidak dalam keadaan lowong. Akibatnya Direktur perseroan yang masih
berwenang menjabat digantikan dengan Direktur yang baru. Oleh karenaitu, Notaris dinyatakan bersalah
melakukan perbuatan melawan hukum. Notaris bertanggung jawab secara perdata, yaitu Akta Risalah RUPS
Tanggal 1 Oktober 2019 yang dibuatnya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum. Notaris seharusnya
menelusuri susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan terakhir dalam daftar
perseroan. Selain itu, Sistem Administrasi Badan Hukum perlu dilakukan penyempurnaan oleh Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan menyediakan wadah isian mengenai masa jabatan susunan pengurus
perseroan.

...... The Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (UUPT) differentiates between
changes to a company's articles of association and company data. However, there are differencesin
interpretation regarding the vacant positions. One example is the Banda Aceh District Court Decision
Number 1/PDT.G/2020/PN BNA. This difference in interpretation influences whether or not posts on the
Board of Directors are vacant. The problem is the difference in interpretation regarding the vacant positions
of Directors, aswell as the role and responsibilities of the Notary in relation to the vacant positions of
Directorsin the Court Decision. This study uses doctrinal legal research methods. According to Article 29 of
the Company Law, aterm of BOD member position must be interpreted as a change in company data. The
judge incorrectly interpreted a change in terms of BOD member position as a change in the articles of
association. In this case, the Notary used company data that was irrelevant and invalid regarding the term of
office of the company's Director, causing the position of the Director to be considered vacant, even though
the Director was not vacant. As aresult, the company's Director who was still authorized to serve was
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replaced by a new Director. The notary was found guilty of committing an unlawful act. Notaries are civilly
responsible, namely the Deed of Minutes of the GM S dated 1 October 2019 which was made is declared to
have no legal force. The notary should trace the latest composition of members of the Company's BOD and
BOC in the company register. The Legal Entity Administration System needs to be refined by the Minister
of Law and Human Rights by providing aform for filling in the term of office of the company's
management.



